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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep dwi kewarganegaraan timbul dari adanya perbedaan

pengaturan kewarganegaraan di tiap negara dimana ada yang

menggunakan asas ius soli (kewarganegaraan berdasarkan garis

keturunan ), ius sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan tempat

kelahiran) ataupun kedua asas tersebut. Tetapi penggunaan kedua asas

kewarganegaraan secara bersamaan pun, setiap negara akan mengatur

penggunaannya berdasarkan kepentingan nasionalnya. Penggunaan

asas yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya orang yang

memiliki dwi kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang memiliki

pengaturan dwi kewarganegaraan terbatas yang diberlakukan terhadap

anak dari perkawinan campuran dimana salah satu baik ibu atau

ayahnya menikah dengan orang yang berkewarganegaraan asing.

Permberlakuan ini hanya sampai sang anak berumur 18 tahun atau

telah menikah. Alasan yang mendasari karena banyak kasus seorang

anak sulit bisa bersama ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan

Indonesia karena anaknya berkewarganegaraan asing. Kondisinya

macam-macam, bisa diakibatkan perceraian ataupun pasangannya

meninggal dunia. Sehingga saat akan kembali ke Indonesia, prosedur

anaknya untuk masuk ke Indonesia lebih sulit dibandingkan apabila ia

memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Realitanya, status dwikewarganegaraan tidak hanya dimiliki

oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun hasil perkawinan canmpuran

saja namun juga dimiliki oleh orang yang dihadiahkan

kewarganegaraan oleh negara lain serta orang yang secara sadar



145

mengajukan kewarganegaraan negara lain di sampin kewarganegaraan

yang dimilikinya. Alasannya karena kesulitan apabila mengajukan visa

dan izin tinggal untuk keular masuk dalam wilayah suatu negara.

Padahal sebelum masuk ke wilayah Indonesia misalnya, untuk warga

asing selain diperiksa mengenai kelengkapan dan keaslian paspor yang

dimiliki, warga asing juga harus terlebih dahulu mendapatkan Visa

Republik Indonesia sebagai bukti izin untuk melakukan perjalan di

wilayah Indonesia .

Konsep ini ingin diperluas menjadi dwi kewarganegaraan

secara penuh yang tidak hanya diberikan kepada anak tapi juga orang

dewasa eks warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan kembali

kewarganegaraan Indonesia tanpa meninggalkan kewarganegaraan

asingnya dengan jangka waktu berlaku tidak terbatas. Permasalah yang

mengganjal adalah bagaimana pengaturan yang harus diterapkan

apabila hal ini terjadi. Terlebih dahulu kita harus melihat pengaturan

kewarganegaraan negara lain yang telah menerapkan konsep dwi

kewarganegaraan secara penuh sebagai bahan acuan terhadap hukum

kewarganegaraan Indonesia,

Alasan yang mendasari mengapa pengaturan dwi

kewarganegaraan Belgia dijadikan sebagai acuan dalam kepentingan

penerapan dwi kewarganegaraan penuh di Indonesia yaitu adanya

kesamaan kepentingan antara diaspora Indonesia dengan Belgia terkait

peningkatan ekonomi. Dalam kasus dwi kewarganegaraan , wacana

yang ada di dalam Uni Eropa saat ini adalah integrasi masyarakat

Eropa. Belgia termasuk salah satu negara yang multikultural serta

multirasial di Uni Eropa di mana dua belas persen dari total imigran

yang masuk ke negara-negara Uni Eropa ada di Belgia. Kemajemukan

etnis para migran menimbulkan ide integrasi masyarakat karena

adanya keuntungan dari adanya imigran sebagai tenaga kerja di Belgia

yang bekerja pada sektor industri. Oleh karena itu, Belgia mulai

mempermudah untuk memperoleh kewarganegaraan Belgia serta
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menerapkan pengaturan dwi kewarganegaraan karena adanya

keuntungan ekonomi yang di dapatkan dari migran yang bekerja di

Belgia.

Hal ini yang bisa dijadikan acuan terhadap pelaksanaan dwi

kewarganegaraan secara penuh di Indonesia dimana para diaspora

Indonesia sebagai imigran yang bertempat di luar negeri, baik yang

masih menjadi warga negara Indonesia maupun telah menjadi warga

negara asing masih bisa berkontribusi dan berkeinginan untuk tetap

mempertahankan hubungannya dengan Indonesia baik secara ekonomi,

budaya dan keluarganya di samping Warga Negara Indonesia yang

tinggal di Indonesia.183 Sehingga, potensi ekonomi yang di bawa oleh

orang-orang diaspora Indonesia yaitu remitansi,sumber daya manusia

yang lebih terdidik, kemudahan alih pengetahuan dan hal lainnya bias

di manfaatkan secara maksimal.

Pertanyaan mengenai kejelasan status dwikewarganegaraan

diaspora Indonesia bagaimanapun hanya mampu mengakomodir anak-

anak dibawah umur 18 Tahun. Itu pun akhirnya tetap harus memilih

untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia

setelah berumur 21 tahun. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 melarang kepemilikan dwi kewarganegaraan terhadap diaspora

Indonesia yang telah dewasa.

Meski dwi kewarganegaraan secara penuh masih sulit untuk

dilakukan, setelah melihat dan membandingkan prosedur pengaturan

hukum kewarganegaraan Belgia khususnya mengenai dwi

kewarganegaraan,terdapat prosedur yang bisa diambil sebagai acuan

apabila akan menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh di

Indonesia. Pertama, bisa dilakukan dengan mengadakan perjanjian

bilateral terlebih dahulu. Belgia telah memperbolehkan imigran yang

berasal dari Turki dan Maroko untuk memperoleh kewarganegaraan

Belgia sehingga migran tersebut memiliki dwi kewarganegaraan

183 Imelda, Supra Note 6, hlm. xiiii
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karena adanya kerjasama ekonomi antara Turki dan Maroko dengan

Belgia. Dengan begitu, Indonesia bisa saja memberlakukan dwi

kewarganegaraan terhadap negara tertentu yang dianggap dapat

memberikan keuntungan ekonomi kedua negara. Apabila dianggap

berhasil maka pemerintah bisa meluaskan penerapan dwi

kewarganegaraan yang tidak terbatas melalui perjanjian bilateral saja.

Ini dilakukan selain sebagai ujicoba penerapan dwi kewarganegaraan,

juga untuk melihat dampak baik yang positif maupun negatif terhadap

penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia.

Kedua yaitu mengatur mengenai siapa saja yang berhak

menikmati hak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan. Secara

prosedural,untuk warga negara Belgia baik secara otomatis maupun

sukarela dapat mengajukan kewarganegaraan lain sesuai prosedur

negara yang dituju. Sedangkan untuk orang-orang yang telah memiliki

kewarganegaraan negara lain sebelumnya maka pengajuan

kewarganegaraan hanya bisa dilakukan di Belgia karena wajib

memenuhi persyaratan tinggal di Belgia secara sah selama tiga sampai

dengan 10 tahun dengan memiliki izin tinggal tidak terbatas,

penguasaan salah satu dari tiga bahasa nasional., kewajiban menempuh

pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas / kejuruan atau

kursus integrasi nasional minimal 400 jam yang diselenggarakan oleh

pemerintah Belgia. Terakhir, adanya partisipasi ekonomi dengan

memiliki pekerjaan dan penghasilan saat tinggal di Belgia serta lulus

tes integrasi nasional.

Melihat adanya kelemahan dalam pengaturan

dwikewarganegaraan Belgia yang hanya melihat secara prosedural.

Indonesia sendiri tidak boleh memandang status kewarganegaraan

seperti itu Asas kebenaran substansif dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2006 melihat pengaturan kewarganegaraan tidak bersifat

prosedural administrasi saja tetapi menimbang subtansi terhadap
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pembatasan yang diatur. Maka yang berhak mengajukan dwi

kewarganegaraan adalah Warga Negara Indonesia atas kelahiran (baik

ius soli maupun ius sanguinis terbatas), orang Indonesia eks Warga

Negara Indonesia yang berkewarganegaraan asing serta anak yang

lahir dari perkawinan campuran. Yang tidak bisa mengajukan dwi

kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dari proses

naturalisasi serta Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga

Negara Indonesia. Syarat ini juga diikuti dengan ketentuan tujuan

kepemilikan dwi kewarganegaraan sebelum diizinkan untuk

mengajukan kewargaegaraan lain, kemampuan berbahasa, kemampuan

pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan finansial serta syarat lain

sesuai pengaturan kewarganegaraan yang dituju.

Saran

Terkait penerapan konsep dwi kewarganegaran secara penuh yang

masih belum bisa dilakukan maka sara-saran ini yang diberikan untuk

pengaturan hukum kewarganegaraan Indonesia kedepan..

 Kelemahan secara praktis terhadap warga negara Indonesia yang

memegang paspor Indonesia di luar negeri adalah terbatasnya

negara yang bisa dikunjungi tanpa pengajuan visa, sedangkan

pengajuan visa untuk negara-negara banyak yang memerlukan

waktu lama. Seharusnya pemerintah Indonesia memperbanyakan

dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

serta membuat perjanjian kerjasama dalam kepentingan

pembebasan visa untuk Warga Negara Indonesia pemegang paspor

Indonesia supaya lebih mudah dalam menjalankan aktivitasnya.

 Kesulitan diaspora Indonesia berkewarganegaraan asing adalah

mobilitas masuk dan keluar wilayah Indonesia memerlukan

pengajuan visa dan izin tinggal. Pemerintah mengatur hal tersebut

berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta Izin
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Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas beradasarkan Pasal

50 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Visa Kunjungan Sekali

perjalanan misalnya, diberikan kepada warga negara asing yang

hendak tinggal di Indonesia untuk waktu berlaku untuk 60 hari dan

memiliki kemungkinan untuk diperpanjang maksimal 4 kali

dengan tambahan 30 hari setiap perpanjangan. Sebenarnya, apabila

diaspora Indonesia berkewarganegaraan asing ingin tinggal lebih

lama lagi, pemerintah mengatur visa dan izin tinggal lewat Visa

Tinggal Terbatas sehingga dapat mengajukan Izin Tinggal Terbatas

(KITAS/ITAS). Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung

sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik

Indonesia. Apabila dirasa akan tinggal lebih lama lagi, tersedia Izin

Tinggal Tetap yang dapat diberikan kepada orang asing pemegang

Visa Tinggal Terbatas dengan syarat telah tinggal di Indonesia

sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak

tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Jadi, Izin Tinggal Tetap

diperoleh sebagai alih status dari izin Tinggal Terbatas. Meskipun

begitu, diperlukan penegakan hukum yang jelas, tegas dan bersih

serta pemberian informasi yang luas kepada siapa saja sehingga

akses untuk pengajuan izin tidak menemui banyak kendala seperti

mengeluarkan uang lebih diluar dari prosedur resmi karena

kesulitan untuk mengajukan izin tinggal.

 Jalan tengah yang bisa mengakomodir para diaspora dengan

adanya Kartu Diaspora Indonesia yang segera diterbitkan. Dengan

begini kegiatan pengajuan kewarganegaraan asing dan

penyimpanan paspor secara ganda dapat ditekan. Kartu tersebut

selain memudahkan diaspora Indonesia untuk kembali ke

Indonesia tanpa mengajukan proses visa juga mempermudah

proses mengajukan izin tinggal di Indonesia. Sehingga kartu ini

tidak hanya bermanfaat bagi diaspora Indoensia tapi juga
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memungkinkan pemerintah melakukan pendataan jumlah diaspora

Indonesia, baik yang masih berstatus warga negara Indonesia

maupun warga negara asing karena pentingnya pendataan

infromasi para diaspora Indonesia serta kegiatan yang dilakukan di

luar mapupun di dalam negeri .

 Indonesia harus bisa meninjau tujuan diaspora Indonesia

berkewarganegaraan asing dalam mendaat izin untuk ber dwi

kewarganegaraan karena berkaitan dengan kepentingan pemerintah

Indonesia. Misalnya, kepentingan Indonesia untuk menekan angka

pengangguran. Pemberlakuan ketentuan kepada orang asing

ternasuk diaspora Indonesia yang berkewarganegaraan asing harus

mempunyai izin tinggal sementara maupun izin tinggal tetap serta

izin kerja, dan hanya diizinkan sebagai investor, top eksekutif, atau

tenaga ahli langka sebenarnya melindungi kepentingan pemerintah

Indonesia untuk memerangi masalah pengangguran. Maka, supaya

bisa menekan angka pengangguran, para diaspora Indonesia

berkewarganegaraan asing yang diizinkan untuk mendapat dwi

kewarganegaran harus di seleksi supaya tidak menambah masalah

pengangguran di Indonesia. Di satu sisi pemerintah Indonesia

harus memperlakukan setiap warga negara baik warga negara

Indonesia maupun warga negara asing secara sama,  tapi di sisi lain

di Indonesia menanggung beban untuk menyejahterakan warga

negaranya sendiri.

 Prosedur yang bisa diambil sebagai acuan apabila akan

menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia.

Pertama, bisa dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral

terlebih dahulu. Dengan begitu, Indonesia bisa saja

memberlakukan dwi kewarganegaraan terhadap negara tertentu

yang dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi kedua

negara. Apabila dianggap berhasil maka pemerintah bisa

meluaskan penerapan dwi kewarganegaraan yang tidak terbatas
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melalui perjanjian bilateral saja. Ini dilakukan selain sebagai

ujicoba penerapan dwi kewarganegaraan, juga untuk melihat

dampak baik yang positif maupun negatif terhadap penerapan dwi

kewarganegaraan secara penuh di Indonesia.

 Kedua yaitu mengatur mengenai siapa saja yang berhak menikmati

hak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan secara prosedural.

Maka yang berhak mengajukan dwi kewarganegaraan adalah

Warga Negara Indonesia atas kelahiran (baik ius soli maupun ius

sanguinis terbatas), orang Indonesia eks Warga Negara Indonesia

yang berkewarganegaraan asing serta anak yang lahir dari

perkawinan campuran. Yang tidak bisa mengajukan dwi

kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dari proses

naturalisasi serta Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga

Negara Indonesia. Syarat ini juga diikuti dengan ketentuan tujuan

kepemilikan dwi kewarganegaraan sebelum diizinkan untuk

mengajukan kewargaegaraan lain, kemampuan berbahasa,

kemampuan pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan finansial

serta syarat tambahan sebagai penerapan asas kebenaran substansif

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini didasari melihat

pengaturan kewarganegaraan tidak bersifat prosedural administrasi

saja tetapi menimbang subtansi terhadap pembatasan yang diatur.
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